
S A L I N A N 

Nomor : 07/021/2024 
 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TUGU TIRTA KOTA MALANG 

 

K E P U T U S A N 
 

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM 

TUGU TIRTA KOTA MALANG 

 
NOMOR: 07/021/2024 

 
TENTANG 

 

PENGESAHAN PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TUGU TIRTA KOTA MALANG  

 

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  

TUGU TIRTA KOTA MALANG, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mencapai efektivitas penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang baik di Perusahaan Umum 

Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Direktur Utama Perusahaan Umum 

Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang tentang 

Pengesahan Piagam Audit Internal Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah; 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor               

54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan 

Daerah Air Minum; 
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5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 

1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja 

Perusahaan Daerah Air Minum; 

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum 

Tugu Tirta Kota Malang sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor           

11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah 

Air Minum Tugu Tirta Kota Malang; 

7. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum 

Kota Malang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum 

Tugu Tirta Kota Malang; 

8. Peraturan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Malang Nomor 06 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, 

Fungsi, Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah 

Air Minum Tugu Tirta Kota Malang. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan 
 

: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG 

PENGESAHAN PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL 

AUDIT CHARTER)  PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR 

MINUM TUGU TIRTA KOTA MALANG. 

 
KESATU : Menetapkan Pengesahan Piagam Audit Internal (Internal 

Audit Charter) Perusahaan Umum Daerah Air Minum 

Tugu Tirta Kota Malang sebagaimana diatur pada 

lampiran Keputusan Direktur Utama ini. 
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KEDUA : Keputusan Direktur Utama ini berlaku sejak tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Malang 
                              pada tanggal 31 Januari 2024 
 

DIREKTUR UTAMA 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM 

TUGU TIRTA KOTA MALANG 
 

 Ttd. 
  

M. NOR MUHLAS 

                    
 
Salinan Peraturan Direktur Utama ini disampaikan Kepada : 

Yth. Ketua Dewan Pengawas 
       Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH 
AIR MINUM TUGU TIRTA KOTA 
MALANG 
NOMOR : 07/021/2024 
TANGGAL : 31 Januari 2024 

 

PIAGAM AUDIT INTERNAL 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TUGU TIRTA KOTA MALANG 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan dan kompleksitas pengelolaan bisnis 

perusahaan, Satuan Pengawas Intern (SPI) dituntut untuk berperan 

lebih aktif dalam peningkatan kinerja perusahaan, melalui 

peningkatkan fungsi SPI sebagai mitra strategis manajemen dalam 

penyempurnaan pengelolaan perusahaan. Dalam kaitannya dengan 

penerapan Good Corporate Governance, SPI merupakan organ 

pendukung yang dibentuk Direksi untuk menegaskan penerapan 

prinsip–prinsip Good Corporate Governance. Agar fungsi audit internal 

yang dilaksanakan oleh SPI dapat berjalan lancar sesuai kualitas yang 

diharapkan, maka SPI perlu dilengkapi dengan suatu pedoman yang 

disebut dengan Piagam SPI (Internal Audit Charter). 

 

B. Pengertian dan Manfaat Piagam SPI 

Piagam SPI merupakan dokumen perusahaan yang menyatakan 

tujuan, kewenangan dan tanggung jawab dari fungsi audit internal 

dalam menjalankan fungsinya. 

Manfaat dari Piagam SPI adalah: 

1. Menjabarkan kebijakan perusahaan dalam melaksanakan 

kegiatan audit internal dan menjelaskan kedudukan SPI dalam 

perusahaan; 

2. Memberikan arahan ruang lingkup pekerjaan, wewenang, dan 

tanggung jawab serta standar mutu audit internal; 
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3. Menjabarkan wewenang SPI, ruang lingkup audit internal, dan 

hal-hal yang diharapkan dari hasil audit internal, serta standar 

minimal yang harus dipenuhi dalam setiap penugasan; 

4. Mengatur hubungan antara SPI dengan Direksi, Dewan Pengawas, 

Auditee, dan Auditor Eksternal; 

5. Mencegah ketidakkonsistenan dan subjektifitas personil SPI; 

6. Menjadi pedoman bagi para personil SPI dan pimpinannya agar 

dapat melaksanakan tugasnya secara profesional; 

7. Memastikan bahwa sistem pengendalian intern perusahaan 

dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik. 
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BAB II 

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL 

 

Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah aparat pengawas internal yang bertugas 

melakukan pengendalian dan konsultansi secara objektif dan independen 

terhadap aktivitas/operasi perusahaan untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan operasi perusahaan serta membantu organisasi dalam 

mengefektifkan manajemen risiko. 

 

A. Visi SPI 

Visi SPI Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang 

Menjadi Business Partner, Business Support dan Problem Solver dalam 

mewujudkan visi, misi Perusahaan, sehingga tercipta Tata Kelola 

Perusahaan yang baik dalam mendukung peningkatan kinerja Perumda 

Air Minum Tugu Tirta Kota Malang. 

 

B. Misi SPI 

Misi SPI Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang adalah: 

1. Meningkatkan peran pemeriksa intern dan kualitas hasil 

pengawasan melalui pembangunan sumber daya manusia dan 

pemanfaatan sistem informasi. 

2. Melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap implementasi Sistem 

Pengendalian Internal, Manajemen Risiko dan Proses Tata Kelola 

Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan perusahaan 

3. Melakukan kegiatan assurance dan consulting yang objektif dan 

independen dalam memastikan efektifitas Internal Control, Risk 

Management dan Governance Process. 

4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas 

dibidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi 

informasi dan kegiatan lainnya. 

 

C. Kedudukan SPI 

Untuk menjaga independensi dan objektivitas peran SPI, dan sesuai 

Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang Nomor            

15 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, 

Fungsi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah  Air  Minum  Kota  Malang,  

SPI  dipimpin  oleh  seorang  kepala  dan bertanggungjawab kepada 
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Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang. 

 

D. Peran SPI 

Dalam melaksanakan tugasnya SPI menjalankan peran sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi masalah-masalah penting dan risiko-risiko yang 

dihadapi perusahaan. 

2. Menentukan dan melaporkan sejauh mana perusahaan memenuhi 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

3. Memastikan bahwa sistem pengendalian intern perusahaan telah 

memadai dan berjalan sesuai dengan ketentuan. 

4. Menjadi organ pendukung dalam perbaikan pengelolaan 

perusahaan melalui rekomendasi atas hasil audit yang dilakukannya. 

5. Memberikan konsultansi peningkatan penerapan manajemen risiko 

dan prinsip- prinsip Good Corporate Governance. 

6. Memastikan kebenaran dan ketelitian laporan perusahaan. 

 

E. Ruang Lingkup Kegiatan SPI 

Lingkup tugas SPI meliputi melaksanakan pengawasan, memberikan 

rekomendasi saran perbaikan, membuat laporan hasil pengawasan, serta 

memastikan dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. 

Tugas SPI mencakup tetapi tidak terbatas pada: 

1. Memastikan kecukupan sistem pengendalian intern melalui evaluasi 

sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. 

2. Memastikan  kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, 

peraturan perusahaan, dan peraturan perundang-undangan. 

3. Evaluasi terhadap pengamanan aset perusahaan. 

4. Evaluasi kehandalan dan integritas informasi keuangan dan informasi 

operasional. 

5. Melakukan evaluasi dan kajian terhadap efektivitas dan kecukupan 

manajemen risiko. 

6. Membantu manajemen dalam mengidentifikasi risiko kecurangan 

serta merancang pengendalian yang tepat guna meminimalkan risiko. 

7. Memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance. 

8. Memastikan adanya efisiensi dalam pengelolaan perusahaan. 

9. Melakukan pengawasan khusus dan investigasi terhadap praktik-

praktik yang berindikasi tindak korupsi. 
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F. Wewenang SPI 

Agar tugas dan tanggung jawab SPI dapat berjalan dengan hasil yang 

optimal, SPI diberi wewenang antara lain: 

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal 

termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan 

pekerjaan audit; 

2. Memiliki akses tak terbatas ke seluruh Direktorat/ Divisi/ Unit/ 

Satuan Kerja terhadap dokumen, properti dan personil yang terkait 

dengan penugasan audit; 

3. Meminta bantuan yang diperlukan pada saat pelaksanaan 

pemeriksaan kepada Auditee dan tenaga ahli lainnya, yang berasal 

dari pihak internal maupun eksternal 

4. Memiliki akses komunikasi secara langsung dengan Direksi; 

5. Terhadap adanya hambatan yang membatasi wewenang dan 

mempersulit pelaksanaan pemeriksaan, Satuan Pengawasan Internal 

wajib melaporkan hal tersebut kepada Direktur Utama. 

 

G. Pelaporan 

1. Satuan Pengawasan Internal berkewajiban menyampaikan Laporan 

Hasil Audit kepada Direktur Utama setelah berakhirnya 

pelaksanaan audit; 

2. Laporan Hasil Audit harus objektif, singkat, konstruktif dan tepat 

waktu; 

3. Tembusan laporan disampaikan kepada pihak yang terkait dan 

Dewan Pengawas; 

4. Auditee bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi 

yang telah disepakati antara Auditor dan Auditee; 

5. Hasil tindak lanjut atas rekomendasi audit dilaporkan Satuan 

Pengawasan Internal kepada Direktur Utama; 

6. Satuan Pengawasan Internal melakukan pemantauan secara intensif 

atas pelaksanaan tindak lanjut dari temuan hasil audit Satuan 

Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal dan melaporkan kepada 

Direktur Utama.
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BAB III 

PRINSIP-PRINSIP GCG 

 

A. Partisipasi 

Partisipasi yang dimaksud adalah pemenuhan tanggung jawab, hak, dan 

wewenang serta tindakan-tindakan lain yang patut diambil sesuai dengan 

posisinya. 

Dalam rangka melaksanakan prinsip partisipasi, setiap anggota SPI 

berhak memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam suatu pertemuan atau rapat. 

Selanjutnya, penerapan prinsip partisipasi pada SPI diharapkan 

meningkatkan kepekaan/kepedulian perusahaan terhadap tanggung 

jawab sosial perusahaan dengan menetapkan kegiatan evaluasi Corporate 

Social Responsibility (CSR) dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 

SPI. 

 

B. Responsibilitas 

Responsibilitas adalah kesesuaian di dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi. 

Dalam rangka pelaksanaan prinsip responsibilitas, SPI akan: 

1. Membuat rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan termasuk 

anggarannya. 

2. Melaksanakan rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan yang 

ditetapkan dan penugasan yang diberikan oleh Direktur Utama. 

3. Menjaga integritas, objektivitas dan bertindak secara profesional. 

 

C. Independensi 

Independensi adalah suatu keadaan di mana setiap anggota SPI dalam 

melaksanakan tugasnya selalu mengedepankan profesionalisme dan 

menghidari benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dalam 

melaksanakan prinsip independensi: 
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1. Anggota SPI harus Independen dari jajaran manajemen dan tidak 

terlibat dalam aktivitas sehari hari atau bertanggungjawab langsung 

atau memiliki kewenangan operasional terhadap kegiatan unit kerja 

yang diaudit oleh SPI. 

2. SPI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan 

menyampaikan tembusan laporannya kepada Dewan Pengawas. 

3. SPI tidak boleh diberi tanggung jawab penuh dalam pengembangan 

dan implementasi rinci suatu sistem baru, namun dapat berperan 

sebagai pengamat, penasehat dalam hal yang menyangkut metode dan 

standar pengendalian dari sistem yang baru 

 

D. Fairness 

Fairness adalah keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak 

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

E. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kejelasan tugas, kewenangan, dan hak, serta 

pelaksanaan dan mekanisme pertanggungjawaban masing-masing anggota 

SPI sehingga pengelolaan SPI terlaksana secara efisien dan efektif. Dalam 

melaksanakan prinsip akuntabilitas, maka Kepala SPI: 

1. Mempresentasikan dan melaporkan rencana Program Kerja Pemeriksaan 

Tahunan termasuk anggarannya kepada Direktur Utama. 

2. Melaporkan atau menyajikan informasi tentang status dan hasil 

pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan. 

3. Melaporkan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses 

pengendalian internal. 

 

F. Transparansi 

SPI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip 

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai 

perusahaan.
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BAB IV 

HUBUNGAN SPI DENGAN BERBAGAI PIHAK 

 

A. Hubungan dengan Auditee 

Hubungan Satuan Pengawas Intern (SPI) dengan Auditee, secara umum 

merupakan hubungan antara unit yang melaksanakan audit dengan unit 

yang diaudit. Hubungan tersebut mengatur tata cara yang harus dipenuhi 

dalam setiap penugasan, mulai dari perencanaan sampai dengan 

penyelesaian audit (masa pembuatan laporan dan tindak lanjut). 

Hubungan SPI dengan Auditee meliputi: 

1. Setiap penugasan audit, tujuan dan ruang lingkup serta jangka waktu 

harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Pimpinan Unit Kerja yang 

diaudit; 

2. Auditee wajib menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan audit; 

3. Auditor bertanggungjawab atas keamanan dan kerahasiaan dokumen 

dan informasi yang disampaikan Auditee; 

4. Dalam pembicaraan temuan hasil audit dan rekomendasi. Auditor 

wajib memberikan kesempatan kepada Auditee untuk memberikan 

tanggapan atas hasil pelaksanaan audit dan sekaligus meminta 

kesanggupan dari Auditee untuk pelaksanaan tindak lanjut; 

5. Auditee wajib menerima dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil 

audit yang telah disepakati bersama; 

6. Auditor wajib mempertahankan independensinya terhadap Auditee. 

Dalam pelaksanaan audit sejauh mungkin dihindari adanya konflik 

kepentingan dengan Auditee; 

7. SPI wajib memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang 

telah diberikan. 

 

B. Hubungan dengan Auditor Eksternal 

Hubungan Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan auditor eksternal, harus 

dijalin dalam rangka mencapai hasil kerja yang optimal, hal ini ditujukan 

untuk mengurangi duplikasi/tumpang tindih audit dan menjamin 
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koordinasi yang baik. Beberapa cara dalam melakukan koordinasi antara 

SPI dengan Auditor Eksternal antara lain: 

1. Sebagai pendamping dan penghubung bagi Auditor Eksternal dalam 

rangka pelaksanaan auditnya; 

2. Membantu penyediaan data/informasi atas permintaan auditor 

eksternal secara tertulis; 

3. Memberikan Laporan Hasil Audit SPI kepada Auditor Eksternal bila 

diminta secara tertulis; 

4. Membantu Direksi membahas setiap permasalahan yang ditemukan 

dalam audit; 

5. Memonitor hasil temuan auditor eksternal yang belum 

ditindaklanjuti sekaligus mendorong penanggung jawab kegiatan 

melaksanakan tindak lanjut. 

 

C. Hubungan dengan Dewan Pengawas 

Bentuk hubungan SPI dengan Dewan Pengawas, adalah sebagai berikut: 

1. SPI meminta pertimbangan Dewan Pengawas dalam proses 

penyusunan rencana kerja audit tahunan dan piagam SPI; 

2. Kepala SPI bersama direksi melakukan pertemuan secara berkala 

dengan Dewan Pengawas; 

3. SPI menyampaikan tembusan laporan hasil pengawasan, laporan 

realisasi kegiatan dan laporan pelaksanaan tindak lanjut, jika diminta 

Dewan Pengawas; 

4. Memelihara komunikasi yang terbuka dan efektif, untuk 

menyamakan persepsi tentang tugas Dewan Pengawas, sehingga 

mekanisme kerja dapat terbentuk dengan baik; 

5. Menyampaikan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dan risalah 

hasil audit kepada Dewan Pengawas apabila diminta Direktur Utama.
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BAB V 

DUKUNGAN MANAJEMEN TERHADAP SPI 

 

A. Tanggung Jawab Manajemen 

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran SPI, tanggung jawab 

manajemen meliputi: 

1. Menempatkan SPI sebagai unit yang independen terhadap 

unit/bagian lainnya di perusahaan; 

2. Menyusun dan menetapkan instruksi kerja, kebijakan akuntansi, 

sistem informasi dan komunikasi yang sehat termasuk 

pengembangan teknologi informasi yaitu proses penyajian laporan 

operasional, keuangan, dan informasi lain yang dibutuhkan 

manajemen; 

3. Menetapkan struktur pengendalian internal yang efektif, dan aktivitas 

pengendalian terhadap kegiatan usaha pada setiap tingkat operasi 

perusahaan/unit termasuk pengendalian Risiko dan pencegahan 

kecurangan; 

4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan SPI. 

 

B. Wewenang Manajemen 

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran SPI, wewenang 

manajemen meliputi: 

1. Mengarahkan program kerja Satuan Pengawas Intern dan anggaran 

audit secara langsung; 

2. Memperoleh informasi, status dan hasil pelaksanaan rencana kerja 

tahunan SPI secara periodik; 

3. Memperoleh keterangan atas hasil audit atau hasil pelaksanaan tugas 

SPI. 

 

C. Dukungan Manajemen 

Dukungan direksi dalam pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern agar 

dapat berjalan secara efektif dan berwibawa adalah sebagai berikut: 

1. Mengalokasikan anggaran biaya yang cukup untuk pelaksanaan 
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tugas SPI sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan, termasuk 

anggaran untuk kegiatan pengembangan unit SPI misalnya untuk 

pendidikan dan pelatihan; 

2. Mendorong unit-unit yang diaudit untuk membantu SPI dalam 

pelaksanaan audit berupa penyediaan data yang diperlukan; 

3. Menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan SPI secara berkala 

untuk membahas hal-hal yang perlu dibicarakan menyangkut bidang 

Pengawas atau sesuatu yang timbul dalam audit yang memerlukan 

tindakan segera; 

4. Menginstruksikan kepada unit-unit yang diaudit untuk 

melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh 

SPI, dan memberikan teguran kepada unit yang diaudit apabila 

terlambat atau tidak melaksanakan tindak lanjut; 

5. Memberikan sanksi kepegawaian, baik berupa teguran, penyetoran 

kembali ke kas perusahaan atau dilimpahkan kepada pengadilan, 

sesuai laporan hasil audit SPI; 

6. Komitmen Direksi atas pengembangan mutu personil SPI, dengan 

mengikut sertakan dalam program pendidikan dan pelatihan sesuai 

bidang tugas.
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BAB VI 

STANDAR PROFESI DAN KODE ETIK 

 

A. Standar Profesi 

Standar Profesi Auditor adalah suatu acuan atau persyaratan minimal 

yang harus ada dan dipenuhi dalam setiap pelaksanaan tugas Satuan 

Pengawas Intern. Standar profesi auditor diperlukan untuk menjamin 

mutu pelaksanaan audit dan laporan hasil audit. Selain itu, standar 

tersebut juga dimaksudkan untuk menetapkan batas tanggung jawab 

dalam pelaksanaan audit oleh personil SPI. Standar Profesi Auditor 

SPI Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang mengacu pada 

Standar Profesi Audit Internal yang ditetapkan oleh Konsorsium 

Organisasi Profesi SPI. 

a. Standar Atribut 

Standar Atribut adalah standar yang memuat hal-hal yang 

berhubungan dengan karakteristik organisasi Satuan Pengawas 

Intern, personil, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan 

kegiatan audit. 

1) Tujuan, kewenangan dan Tanggung jawab 

Tujuan, Kewenangan dan tanggungjawab fungsi SPI harus 

dinyatakan secara formal dalam Internal Audit Charter, 

konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan 

mendapat persetujuan dari Direksi dan Dewan Pengawas. 

2) Independensi dan Objektivitas 

Fungsi SPI harus independen, dan personil SPI harus objektif 

dalam melaksanakan tugasnya. 

a) Independensi Organisasi 

SPI berada dan bertanggungjawab langsung kepada 

Direktur Utama. SPI dapat berkomunikasi dan 

berhubungan langsung kepada Direktur Utama dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

b) Objektivitas Satuan Pengawas Intern 

Personil SPI harus memiliki sikap mental yang objektif, 

tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya 

pertentangan kepentingan (conflict of interest). 

c) Kendala terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas 

Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat 
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dicapai secara fakta maupun dalam kesan (infact or 

appereance), hal ini harus diungkapkan. 

Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung kepada 

alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan 

objektivitas tersebut. 

d) Keahlian dan Kecermatan Profesional 

Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan 

keahlian dan kecermatan profesional sebagai berikut: 

(1) Keahlian 

Personil SPI harus memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan tanggungjawab perorangan. 

Personil SPI secara kolektif harus memiliki atau 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggungjawabnya. 

(2) Kecermatan Profesional 

Personil SPI harus menerapkan kecermatan dan 

keterampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang 

personil SPI yang prudent dan kompeten. Dalam 

menerapkan kecermatan profesional, personil SPI 

perlu mempertimbangkan: 

(a) Ruang lingkup penugasan; 

(b) Kompleksitas dan materialitas yang dicakup 

dalam penugasan; 

(c) Kecukupan dan efektivitas manajemen Risiko, 

pengendalian dan proses governance; 

(d) Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya 

dalam penugasan; 

(e) Penggunaan teknik-teknik audit yang 

menggunakan komputer dan teknik analisis 

lainnya. 

(3) Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL). 

Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi personil 

SPI ditingkatkan secara terus menerus melalui 

Pengembangan Profesional yang berkelanjutan. 
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e) Program Quality Assurance SPI 

Kepala Satuan Pengawas Intern harus mengembangkan dan 

memelihara program quality assurance, yang mencakup 

seluruh aspek dari fungsi SPI dan memonitor efektivitasnya 

meliputi: 

(1) Penilaian terhadap Program Quality Assurance 

SPI harus menyelenggarakan suatu proses untuk 

memonitor dan menilai efektivitas Program Quality 

Assurance secara keseluruhan. Proses ini harus 

mencakup penilaian (assessment) internal maupun 

eksternal. 

(2) Pelaporan Program Quality Assurance 

Kepala SPI harus melaporkan hasil reviu dari pihak 

eksternal kepada Direktur Utama. 

(3) Pernyataan Kesesuaian dengan SPAI 

Dalam laporan periodiknya, personil SPI harus memuat 

pernyataan bahwa aktivitasnya dilaksanakan sesuai 

dengan SPAI (Standar Profesi Audit Internal). Pernyataan 

ini harus didukung dengan hasil penilaian program 

quality assurance. 

(4) Pengungkapan atas ketidakpatuhan 

Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap SPAI dan 

Kode Etik yang mempengaruhi ruang lingkup dan 

aktivitas fungsi SPI secara signifikan, maka hal ini harus 

diungkapkan kepada Direktur Utama. 

b. Standar Kinerja 

Standar Kinerja adalah standar yang dibuat untuk menjelaskan sifat 

dari kegiatan audit dan merupakan ukuran kualitas audit. Standar 

Kinerja memberikan Praktik- Praktik terbaik pelaksanaan audit mulai 

dari perencanaan sampai kepada pemantauan tindak lanjut. Standar 

Kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan audit, meliputi: 

1) Pengelolaan Fungsi SPI secara efektif dan efisien untuk 

memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan meliputi: 

a) Perencanaan 

Kepala SPI harus menyusun perencanaan yang berbasis 

Risiko (risk- based plan) untuk menetapkan prioritas kegiatan 
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audit, konsisten dengan tujuan perusahaan. 

b) Komunikasi dan Persetujuan 

Kepala SPI harus mengkomunikasikan rencana kegiatan 

audit, dan kebutuhan sumber daya kepada Direktur Utama 

untuk mendapat persetujuan. 

c) Pengelolaan Sumberdaya 

Kepala SPI harus memastikan bahwa sumberdaya fungsi SPI 

sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif untuk 

mencapai rencana- rencana yang telah disetujui. Dampak 

yang mungkin timbul karena adanya keterbatasan sumber 

daya juga harus dikomunikasikan. 

d) Kebijakan dan Prosedur 

Kepala SPI harus menetapkan kebijakan dan prosedur 

sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas SPI. 

e) Koordinasi 

Kepala SPI harus berkoordinasi dengan pihak internal dan 

eksternal perusahaan yang melakukan pekerjaan audit 

untuk memastikan bahwa lingkup seluruh penugasan 

tersebut sudah memadai dan meminimalkan duplikasi. 

f) Laporan Kepada Direktur Utama 

Kepala SPI harus menyampaikan laporan secara berkala 

kepada Direktur Utama mengenai perbandingan rencana dan 

realisasi audit mencakup sasaran, wewenang, 

tanggungjawab, dan kinerja SPI. 

 

2) Lingkup Penugasan 

SPI menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan 

menyeluruh dalam melakukan evaluasi dan memberikan 

kontribusi terhadap lingkup penugasannya yang meliputi: 

a) Pengelolaan Risiko 

SPI membantu perusahaan dengan cara mengidentifikasi dan 

mengevaluasi Risiko signifikan dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan pengelolaan Risiko dan sistem 

pengendalian. 

b) Pengendalian 

SPI membantu perusahaan dalam memelihara pengendalian 

intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, 
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efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta 

mendorong peningkatan pengendalian intern secara 

berkesinambungan. 

c) Proses Governance 

SPI menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk 

meningkatkan proses governance melalui evaluasi rancangan, 

implementasi dan efektivitas dari kegiatan, program dan 

sasaran perusahaan yang berhubungan dengan etika 

perusahaan (Code of Conduct). 

3) Perencanaan Penugasan 

Setiap penugasan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. 

SPI harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana 

untuk setiap penugasan yang mencakup: 

a) Pertimbangan Perencanaan 

Dalam merencanakan penugasan, Personil SPI harus 

mempertimbangkan: 

(1) Sasaran dari kegiatan yang sedang direviu dan 

mekanisme yang digunakan dalam mengendalikan 

kinerjanya; 

(2) Risiko signifikan atas kegiatan, sasaran, sumberdaya, 

dan operasi yang direviu serta pengendalian yang 

diperlukan untuk menekan dampak Risiko ke tingkat 

yang dapat diterima oleh perusahaan; 

(3) Kecukupan dan efektivitas pengelolaan Risiko dan 

sistem Pengendalian intern. 

b) Sasaran Penugasan 

Sasaran untuk setiap penugasan harus ditetapkan. 

c) Ruang Lingkup Penugasan 

SPI harus menentukan ruang lingkup penugasan yang 

memadai agar sasaran penugasan jelas. 

d) Alokasi Sumberdaya 

SPI harus menentukan sumberdaya yang sesuai untuk 

mencapai sasaran penugasan. Penugasan auditor harus 

didasarkan pada evaluasi atas sifat dan kompleksitas 

penugasan, keterbatasan waktu dan ketersediaan 

sumberdaya. 
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e) Program Kerja penugasan 

SPI menyusun dan mendokumentasikan program kerja 

dalam rangka mencapai sasaran penugasan. Program kerja 

harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan 

informasi selama penugasan. 

f) Pelaksanaan Penugasan 

Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus 

mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan 

informasi yang memadai untuk mencapai tujuan perusahaan. 

(1) Mengidentifikasi informasi 

Personil SPI harus mengidentifikasi informasi yang 

memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai 

tujuan penugasan. 

(2) Analisis dan Evaluasi 

Personil SPI harus mendasarkan kesimpulan dan hasil 

penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat. 

(3) Dokumentasi Informasi. 

Personil SPI harus mendokumentasikan informasi yang 

relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil 

penugasan. 

(4) Supervisi Penugasan 

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk 

memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, 

dan meningkatnya kemampuan personil SPI. 

(5) Komunikasi Hasil Penugasan 

Hasil penugasan harus dikomunikasikan personil SPI 

secara tepat waktu. Beberapa yang perlu 

dikomunikasikan kepada Direksi antara lain: 

(a) Kriteria Komunikasi 

Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup 

penugasan, simpulan, rekomendasi dan rencana 

tindak lanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam komunikasi antara lain : 

• Komunikasi akhir hasil penugasan, bila 

memungkinkan memuat opini secara 

keseluruhan dan kesimpulan audit. 
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• Dalam komunikasi hasil penugasan, personil SPI 

perlu memberikan apresiasi terhadap kinerja 

yang memuaskan dari kegiatan yang direviu. 

• Bila hasil penugasan disampaikan kepada pihak 

di luar perusahaan, maka pihak Direksi harus 

menetapkan pembatasan dalam distribusi dan 

penggunaannya. 

(b) Kualitas komunikasi 

Komunikasi yang disampaikan baik tertulis 

maupun lisan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, 

konstruktif, lengkap dan tepat waktu. Jika 

komunikasi final mengandung kesalahan dan 

kealpaan, Kepala SPI harus mengkomunikasikan 

informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak 

yang telah menerima komunikasi sebelumnya. 

(c) Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap 

Standar 

Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap 

standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, 

komunikasi hasil-hasil penugasan harus 

mengungkapkan: 

• Standar yang tidak dipatuhi 

• Alasan ketidakpatuhan 

• Dampak dari ketidakpatuhan terhadap 

penugasan. 

(d) Penyampaian Hasil-Hasil Penugasan 

Kepala SPI harus mengkomunikasikan hasil 

penugasan kepada pihak yang berhak. 

(e) Pemantauan Tindak Lanjut 

Kepala SPI harus menyusun prosedur tindak lanjut 

hasil penugasan untuk memantau dan memastikan 

bahwa manajemen telah melaksanakan tindak 

lanjut secara efektif, atau menanggung Risiko 

karena tidak melaksanakan tindak lanjut. 
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B. Kode Etik 

Kode Etik Satuan Pengawas Intern merupakan panduan tentang arah perilaku 

yang harus dituju dan dianut oleh personil SPI, sehingga wajib bagi personil 

SPI untuk melaksanakannya agar dapat memenuhi harapan stakeholders. 

Kode etik ini disusun dengan tujuan agar personil SPI dalam berperilaku selalu 

mengacu kepada aturan dalam kode etik untuk dapat menumbuhkan dan 

memelihara citra Satuan Pengawas Intern, sehingga hasil kerjanya dapat 

dipercaya oleh stakeholdernya. Hasil kerja yang baik dari SPI hanya dapat 

dilahirkan dari personil SPI yang berperilaku baik dan tentunya juga tidak 

terlepas dari pelaksanaan tugas yang mengacu kepada standar audit yang 

berlaku. 

Setiap anggota SPI diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan 

prinsip-prinsip berikut: 

1. Integritas 

Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh 

karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan 

auditor internal. Oleh karenanya, auditor internal: 

- Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan 

bertanggung jawab; 

- Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan 

sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi; 

- Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau 

melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit 

internal atau organisasi; 

- Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang 

sah dan etis. 

 

2. Objektivitas 

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional dalam 

melaksanakan penugasan. Auditor internal melakukan penilaian 

yang seimbang dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi 

atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan. Oleh karenanya, 

Auditor Internal: 

- Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan 

apapun yang dapat atau patut diduga dapat menghalangi 

penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini 

adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan 
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timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi; 

- Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga 

dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya; 

- Harus mengungkapkan semua fakta material yang 

diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat 

mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu. 

3. Kerahasiaan 

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang 

diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa 

kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau 

profesi. Oleh karenanya, Auditor Internal: 

- Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi 

yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya; 

- Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh 

keuntungan pribadi atau dalam cara apapun yang 

bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan 

organisasi. 

4. Kompetensi 

Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan 

pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit 

internal. Oleh karenanya, Auditor Internal: 

- Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan 

pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimiliknya; 

- Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar 

Profesi Audit Internal; 

- Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan 

kualitas jasanya secara berkelanjutan. 

 

C. Jaminan Mutu 

Hasil pekerjaan SPI harus dapat memberikan jaminan yang layak bahwa 

pelaksanaan pekerjaan SPI dilaksanakan sesuai dengan standar, rencana 

serta kebijakan atau ketentuan lain yang dapat diterapkan, untuk itu SPI 

harus menyelenggarakan system quality assurance, yang meliputi: 

1. Supervisi 

Supervisi dalam setiap penugasan audit atau penugasan lainnya untuk 

meyakinkan bahwa laporan hasil audit/penugasan lainnya diterbitkan 

berdasarkan kertas kerja pendukungnya dan memenuhi ketentuan yang 
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ditetapkan. Supervisi akan menjaga objektivitas dalam memberikan 

pernyataan pendapat, simpulan, temuan dan rekomendasi. Untuk itu, 

perlu dikembangkan kebijakan dan prosedur supervisi, meliputi: 

a. Supervisi Perencanaan 

b. Supervisi Audit Program 

c. Supervisi Pelaporan 

d. Supervisi Tindak Lanjut 

Supervisi ini harus dilakukan secara seksama, terdokumentasi dengan tertib 

dan dapat diuji efektivitasnya oleh pihak yang berkepentingan. 

2. Reviu 

Dalam menjaga mutu laporan hasil audit/ kegiatan perlu ditetapkan 

kebijakan reviu yang cukup luas mencakup: 

a. Reviu Dasar, meliputi reviu secara rinci dan terus menerus yang 

dilakukan oleh Ketua Tim audit dan Kepala Bidang selama pekerjaan 

lapangan (field work); 

b. Reviu oleh Kepala SPI untuk menyakinkan bahwa laporan telah 

memadai untuk diterbitkan sesuai dengan sasaran pemeriksaan. 

3. Laporan Perkembangan Audit 

SPI wajib membuat laporan perkembangan audit secara berkala kepada 

Direktur Utama yang memuat: 

a. Perbandingan PKPT dengan realisasinya; 

b. Masalah-masalah audit/ penugasan lain; 

c. Ikhtisar temuan audit yang signifikan atau potensi temuan audit; 

d. Perkembangan Tindak Lanjut. 

4. Pengembangan profesionalisme, meliputi: 

a. Pelatihan yang dilaksanakan oleh SPI; 

b. Program pendidikan berkelanjutan; 

c. Seminar/ Lokakarya; 

d. Praktik kerja/ Benchmark 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Piagam SPI ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan oleh Direksi. Dengan 

demikian, semenjak tanggal tersebut, SPI dan seluruh personilnya wajib 

mematuhi dan mendasarkan kegiatannya pada Piagam ini. Direksi dengan 

persetujuan Dewan Pengawas dapat membentuk Tim untuk mengevaluasi dan 

menyempurnakan Piagam SPI ini guna menyesuaikannya dengan perubahan dan 

perkembangan yang terjadi serta kebutuhan perusahaan. Evaluasi dan/atau 

penyempurnaan terhadap piagam ini akan dilakukan secara berkala setiap tiga 

tahun. 
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